GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

DASAR PENGELUARAN DAERAH SEBELUM RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

TAHUN ANGGARAN 2020 DISETUJUI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, apabila Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak
mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam
puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
paling tinggi sebesar angka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran Osebelumnya untuk
membiayai keperluan setiap bulan;

bahwa dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah
melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya
sebesar seperduabelas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran sebelumnya;

bahwa ~ pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, diprioritaskan untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengeluaran Daerah
Sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 Disetujui;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



3.

10.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor
14);

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2013 Nomor 1);



MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGELUARAN
DAERAH SEBELUM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DISETUJUL.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 1

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai batas
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ke Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tidak menetapkan persetujuan
bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja vang bersifat wajib.

Pasal 2

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan,
seperti belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 3

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) setiap bulan setinggi-tingginya seperduabelas dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20109.

Pasal 4

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengeluaran masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan
menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2020
sampai dengan :

a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 ditetapkan; atau

b. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, apabila Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak disetujui.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3| peseragen- 201G

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.
H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3\ DeeMBFZ 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.
H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3}



